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WALIKOTA PROBOLINGGO 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 9 TAHUN  2011 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2011 

TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

 TAHUN ANGGARAN 2011 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dana-dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2011 semula telah dianggarkan pada pendapatan 

maupun belanja program dan kegiatan pada APBD  Tahun Anggaran 2011, 

namun besarannya belum sesuai dengan alokasi sehingga untuk pelaksanaan 

program kegiatannya perlu dilakukan penyesuaian dengan mekanisme 

perubahan; 

b. bahwa berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 903/8465/202/2010 

dan tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 903/8799/202/2010 perihal Plafon 

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten / Kota pada 

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 

12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) pada APBD Kota 

Probolinggo Tahun Anggaran 2011;  

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 

109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dianggarkan Belanja 

Bantuan Keuangan sebesar Rp. 13.384.220.000,- (tiga belas milyar tiga ratus 

delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pada APBD Kota 

Probolinggo Tahun Anggaran 2011; 

d. bahwa untuk penyesuaian nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang 

APBD Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program kegiatan belanja 

bantuan keuangan khusus dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan 

Pimpinan DPRD; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c 

dan d Konsideran ini, maka perlu merubah Peraturan Walikota Probolinggo 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  
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Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan      

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569);  

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  
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12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

32. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011; 

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2011; 

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 

Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2007  Nomor 8); 

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2006 Nomor 13); 

36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2006 Nomor 22); 
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37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan 

Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan 

Modal Saham Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6); 

39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan 

Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7); 

40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan 

Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang 

Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8); 

41. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 

2010 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16); 

42. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 1); 

43. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA  DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2011. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Daerah    Rp.   56.618.503.328,46 

b. Dana Perimbangan     Rp. 372.641.801.264,00 

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah  Rp. 114.726.266.550,00 

Jumlah Pendapatan    Rp. 543.986.571.142,46 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1. Belanja Pegawai    Rp. 270.841.646.722,46 

2. Belanja Hibah     Rp.   16.780.155.000,00 

3. Belanja Bantuan Sosial    Rp.     9.170.550.000,00 
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4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 

 Kab/Kota dan Pemerintahan Desa  Rp.        626.000.000,00 

5. Belanja Tidak Terduga   Rp.        600.000.000,00 

  Rp. 298.018.351.722,46 

b. Belanja Langsung : 

1. Belanja Pegawai    Rp.   49.097.250.975,00 

2. Belanja Barang dan Jasa   Rp. 136.976.695.944,00 

3. Belanja Modal      Rp.   96.701.372.501,00 

                Rp. 282.775.319.420,00 

Jumlah Belanja    Rp. 580.793.671.142,46 

(Defisit)      Rp. (36.807.100.000,00) 

 

3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 tercantum dalam Lampiran I.  

4. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam angka 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II. 

5. Lampiran sebagaimana tersebut pada angka 4 dan angka 5 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

6. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di   Probolinggo 

pada tanggal      18      April        2011 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

H.M. BUCHORI 

 Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal    18     April     2011 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO 
Ttd,  

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19570425 198410 1 001 
 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 9 

Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
AGUS HARTADI 

Pembina Tk I 
NIP. 19660817 199203 1 016 


